Menimbang :

Mengingat

SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

L,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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12.
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaﬂ
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undangi
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasji
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentané
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiﬁ
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaranj}
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisas*
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik‘f
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembarar{‘
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); i
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungaﬁ
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahaq

r
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesiaf¥
Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2%
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang—Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856); ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provins%i
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia#
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara?x
Republik Indonesia Nomor 6864); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentané
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200(D
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubth

Indonesia Nomor 4028); |

|

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahar}h
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentané

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi#}.

i
|
f
|
|

i
|
|
i
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negaré;

|
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Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubaﬁ
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun QOlj
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara\i
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahart{
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); |
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentan%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembarari{
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Halff
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewar+
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republili#
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembararg}
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telaf)
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022%
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1$
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrati;k
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeraﬁ;t
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo+'
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo*
6847); |
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

17454

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembarar

=4

Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
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[SALINAN |

Serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berit!
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); [
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 201%
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatul%
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Beritévr
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); i
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202d
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeral'f)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nommif
1781); E
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 202i
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daeral';i
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah darfn
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabarar&
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negare%
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 202$
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan daﬁ
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararn

=

Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun
2023);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Selatan Nomor 1 Tahun 2026});




Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Nias Selatan.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah
Peraturan Bupati Nias Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.




Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026
direncanakan sebesar Rpl1.391.253.602.688,61 yang bersumber
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a  direncanakan  sebesar
Rp41.251.122.209,07 yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a |
direncanakan sebesar Rp. 23.050.158.944,60. |

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp438.601.065,00.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp6.825.552.939,36.

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.936.809.260,11.

Pasal 5
(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp23.050.158.944,60 yang terdiri atas:
a. pajak reklame;
b. pajak air tanah;
c. pajak sarang burung walet;

d. pajak mineral bukan logam dan batuan;




(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2);

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp493.447.510,00.

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00.

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp6.500.000.000,00.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp895.541.318,00.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan !

sebesar Rp350.000.000,00.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp9.358.043.379,60.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp2.575.856.229,00.

(10)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan

sebesar Rp2.842.270.508,00.

Pasal 6
Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp438.601.065,00 yang terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan

c. retribusi perizinan tertentu.




(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp267.715.300,00.

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp155.885.765,00.

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp6.825.552.939,36 terdiri dari Bagian

laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

penyertaan modal pada BUMD.

(1)

(2)

(2)

Pasal 8

Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp10.936.809.260,11 terdiri atas :
a. jasa giro; dan
b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan

daerah.
Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp4.430.612.200,00.
Pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp6.506.197.060,11.

Pasal 9
Anggaran pendapatan transfer sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b  direncanakan  sebesar
Rp1.331.540.275.600,54 yang terdiri atas :
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.303.407.430.000,00.




-O-

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp28.132.845.600,54.

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.303.407.430.000,00 yang terdiri atas :

a. Dana Desa;

b. Dana Bagi Hasil (DBH);

c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp332.604.352.000,00.

(3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.835.494.000,00.

(4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp682.678.763.000,00.

(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar |

Rp279.288.821.000,00.

Pasal 11
Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp28.132.845.600,54 yang terdiri dari pendapatan bagi hasil
pajak.

Pasal 12
Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran
2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan direncanakan sebesar
Rp18.462.204.879,00.

Pasal 13
Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 12 terdiri dari lain-lain pendapatan bagi dana kapitasi JKN
pada FKTP direncanakan sebesar Rp18.462.204.879,00.

Pasal 14
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp1.510.573.744.518,63 yang terdiri atas :
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar
Rp906.879.540.615,13 yang terdiri atas :
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja subsidi;
d. Belanja hibah; dan
e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp511.813.953.332,45.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp293.288.173.842,68.

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp92.596.762.440,00.

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.180.651.000,00.

Pasal 16
(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp511.813.953.332,45 yang terdiri atas :
a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
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d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan  sebesar
Rp331.363.507.436,27.

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp161.942.969.000,48.

(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf C direncanakan sebesar
Rp17.755.230.536,00.

(5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp241.366.359,70.

(6) Belanja  penerimaan lainnya pimpinan DPRD  serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp510.880.000,00.

Pasal 17
(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp293.288.173.842,68 yang terdiri atas :
. belanja barang;

a
b. belanja jasa;

O

. belanja pemeliharaan;

o,

. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

f. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp69.119.944.192,44.

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp126.344.925.571,24.

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp6.312.629.290,00.

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.810.447.789,00.




(6)

(1)

(2)

(3)
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Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp5.448.453.000,00.

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp38.251.774.000,00.

Pasal 18
Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp3.000.000.000,00 yang terdiri atas :
a. belanja subsidi kepada BUMN; dan
b. belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00.
Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp2.500.000.000,00.

Pasal 19
Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp92.596.762.440,00 yang terdiri dari :
a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

b. belanja hibah bantuan kepada partai politik; dan
c. belanja hibah dana BOSP.
Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum  Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp10.337.582.440,00.
Belanja hibah bantuan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.377.000.000,00.
Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp80.882.180.000,00.
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Pasal 20

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) Thuruf e direncanakan sebesar
Rp6.180.651.000,00 yang terdiri dari belanja bantuan sosial
kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan,

keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 21
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar
Rp189.388.326.202,54 yang terdiri atas :
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp10.823.506.082,30.
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp38.392.020.669,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp137.285.861.951,24.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp886.937.500,00.

Pasal 22
Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00
yang terdiri dari belanja modal tanah direcanakan sebesar
Rp2.000.000.000,00.
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Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

(2)

(3)

(7)

(1)

dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar
Rp10.823.506.082,30 yang terdiri atas :

a. belanja modal alat besar;

o

belanja modal alat angkutan;

c. belanja modal alat pertanian;

d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; dan

g. belanja modal komputer.

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.716.958.000,00.
Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.114.882.500,00.

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar |
Rp954.909.049,00. |
Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp471.120.160,00.

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp3.520.009.963,00.

Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.045.626.410,30.

Pasal 24
Anggaran belanja  modal gedung dan  bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Thuruf c¢
direncanakan sebesar Rp38.392.020.669,00 yang terdiri atas :
a. belanja modal bangunan gedung; dan

b. belanja modal tugu titik kontrol /pasti.
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(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp38.283.780.669,00.

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp108.240.000,00.

Pasal 25

(1) Anggaran Dbelanja modal jalan, jaringan dan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d
direncanakan sebesar Rpl137.285.861.951,24 yang terdiri
atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal instalasi;

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp118.422.653.960,34.

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp14.407.270.122,90.

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.455.937.868,00.

Pasal 26
Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

terdiri dari belanja modal bahan perpustakaan.

Pasal 27
Anggaran belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf f direncanakan sebesar Rp886.937.500,00 yang terdiri

dari belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 28
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000, yang

terdiri dari belanja tidak terduga.
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Pasal 29

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar
Rp405.305.877.700,96 yang terdiri dari :

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 2.348.876.000,96 untuk belanja
bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 402.957.001.700,00
untuk belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau

kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 30
Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.348.876.000,96 yang
terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan

kabupaten/kota dan desa.

Pasal 31
Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar
Rp402.957.001.700,00 yang terdiri dari belanja bantuan

keuangan daerah provinsi atau kabupaten /kota kepada desa.

Pasal 32
Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp. 119.320.141.830,02 yang terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar
Rp121.820.141.830,02 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya.
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Pasal 34

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar
Rp2.500.000.000,00 dialokasikan untuk Penyertaan Modal
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 35
Selisih antara penerimaan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah
Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar RpO

Pasal 36

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran [ Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran I Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian  Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan  Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan  Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 37
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 38
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39
Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam

berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 26 Januari 2026

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd.

SOKHIATULO LAIA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.
IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. NAS SELATAN,

%
KRISTOF HALIMA, SH., MA
NIP. 19871221 201001 1 007



